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Terkait Proyek Eks Jalan Panjaitan, HMI Kembali Demo Pemkot 
Gorontalo 

 

https://hargo.co.id/berita/terkait-proyek-eks-jalan-panjaitan-hmi-kembali-demo-pemkot-gorontalo/  

Hargo.co.id, GORONTALO – Dipicu oleh belum selesainya proyek perbaikan Jalan Nani 

Wartabone (eks Jalan Panjaitan), Mahasiswa meminta Wali Kota Gorontalo, Marten Taha, 

mencopot Kepala Dinas PUPR beserta orang-orang yang terlibat didalam proyek yang 

menggunakan dana Pemulihan Ekonomi Nasional (PEN). 

Hal itu disampaikan oleh puluhan Mahasiswa yang tergabung dalam Himpunan Mahasiswa 

Islam (HMI) cabang Gorontalo, saat menggelar aksi di depan Kantor Walikota Gorontalo pada 

Selasa (16/5/2023). 

Dalam orasinya massa aksi menyuarakan bahwa Kepala Dinas PUPR dan orang orang yang 

terlibat didalamnya, dinilai tidak ada kejelasan terkait proyek yang menggunakan dana PEN 

tersebut. 

“Ini sudah kali ke lima HMI datang dihadapan pemerintah, dan jujur kami sudah muak dengan 

pemerintah yang sampai sekarang ini tidak ada kejelasan,” orasi Adrian Latif. 

Selain itu selaku koordinator lapangan, Adrian Latif, mengungkapkan bahwa ia bersama massa 

aksi yang lain telah melakukan identifikasi jenis usaha dan keuntungan yang diperoleh pelaku 

UMKM di sekitar proyek pembangunan Jalan Nani Wartabone tersebut, yang hasilnya ternyata 

banyak masyarakat yang terdampak mengalami kerugian. 

“Proyek yang tidak selesai ini menyebabkan kemacetan lalu lintas, karena hak pengguna jalan 

dipakai untuk parkir liar. Sehingga masyarakat akan terganggu dan pelanggan juga akan 

kesulitan mengakses bisnis dari pelaku UMKM yang ada disitu,” ungkap Adrian Latif. 

Pada kesempatan itu, Adrian Latif, juga menyampaikan dengan tegas meminta kepada pihak 

terkait agar tidak saling membela diri, namun harus berbicara fakta dan data yang ada di 

lapangan. 

“Tolong untuk pihak-pihak yang terlibat dalam pembangunan agar bertanggung jawab. 

Pembangunan menjadi kacau, ekonomi hancur dan masyarakat pun sengsara,” tegas Adrian 

Latif. 

Sementara itu Sekretaris Daerah Kota Gorontalo, Ismail Madjid, yang menerima langsung 

kedatangan massa aksi dalam tanggapannya menjelaskan, bahwa hingga saat ini pemerintah 
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terus berupaya dan mendesak pihak PUPR untuk memacu kontraktor agar segera 

menyelesaikan proyek tersebut. 

“Kami pemerintah sering melakukan rapat untuk mengevaluasi kinerja dari kontraktor dan 

sampai saat ini masih terus berupaya agar kontraktor segera menyelesaikan proyek ini,” tutur 

Ismail Madjid. 

Dalam tanggapannya Sekda juga menyampaikan bahwa apa yang menjadi aspirasi dari pihak 

HMI atau massa aksi ini, dipastikan akan disampaikan ke Walikota Gorontalo dan akan 

ditindaklanjuti. 

Di hubungi terpisah, Kepala Dinas PUPR Kota Gorontalo, Rifadly Bahsoan mengemukakan, 

pekerjaan proyek eks jalan Panjaitan terus berprogres. Kata dia, tahapan pekerjaan yang 

dilaksanakan oleh pelaksana yang baru adalah perakitan besi yang akan digunakan untuk 

drainase di lokasi pekerjaan. 

“Pelaksananya adalah pelaksana yang baru. Alhamdulillah, pekerjaannya terus berproses. 

Sekarang mereka (Pelaksana) sementara merakit besi untuk drainase. Setelah rampung, 

pekerjaan akan dilanjutkan dengan tahapan berikut. Kami targetkan Juli bisa rampung,” ucap 

Rifadly. 

Disisi lain, salah satu pelaku UMKM yang terdampak dalam proyek tersebut, ketika 

diwawancarai wartawan media ini menyampaikan rasa syukur, karena merasa telah ada yang 

mewakili mereka menyampaikan keluhan-keluhan mereka selaku pelaku UMKM di hadapan 

pemerintah. 

“Alhamdulillah, setelah sekian lama menunggu, akhirnya sekarang keluhan saya disampaikan. 

Saya hanya rakyat biasa yang tidak punya apa-apa. Semoga pemerintah segera menindaklanjuti 

aspirasi ini,” ujar Yusrin. 

Dari pantauan langsung Wartawan media ini, aksi dari HMI di kantor Walikota Gorontalo yang 

dimulai sejak pukul 14.00 Wita itu berlanjut hingga malam hari. Meski aksi tersebut 

berlangsung aman dan tertib, namun begitu tetap mendapatkan pengawalan ketat dari aparat 

Polresta Gorontalo Kota. (*) 

 

 

Sumber Berita: 

1. https://hargo.co.id/berita/terkait-proyek-eks-jalan-panjaitan-hmi-kembali-demo-pemkot-

gorontalo/ [diakses pada tanggal 19 Mei 2023]. 

2. https://gorontalopost.id/2023/05/17/hmi-gelar-aksi-terkait-proyek-penggunaan-dana-

pen-yang-tak-kunjung-selesai/ [diakses pada tanggal 19 Mei 2023]. 
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3. https://kronologi.id/2023/05/16/massa-hmi-bentrok-dengan-polisi-di-depan-kantor-wali-kota-

gorontalo-saat-demo-suarakan-proyek-dana-pen/ [diakses pada tanggal 19 Mei 2023]. 

Catatan: 

1. Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2020 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti 

Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2020 tentang Kebijakan Keuangan Negara dan Stabilitas 

Sistem Keuangan untuk Penanganan Pandemi Corona Virus Disease 2019 (COVID-19) 

dan/atau Dalam Rangka Menghadapi Ancaman yang Membahayakan Perekonomian 

Nasional dan/atau Stabilitas Sistem Keuangan Menjadi Undang-Undang, pada: 

a. Bagian Keempat, Pelaksanaan Program Pemulihan Ekonomin Nasional, Pasal 11: 

(1) Dalam rangka mendukung kebijakan keuangan negara sebagaimana dimaksud 

dalam Pasal 1 ayat (4) dan guna melakukan penyelamatan ekonomi nasional, 

Pemerintah menjalankan program pemulihan ekonomi nasional. 

(2) Program sebagaiman dimaksud pada ayat (1) bertujuan untuk melindungi, 

mempertahankan dan meningkatkan kemampuan ekonomi para pelaku usaha dari 

sektor riil dan sektor keuangan dalam menjalankan usahanya. 

2. Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2020 tentang Pelaksanaan Program Pemulihan 

Ekonomi Nasional Dalam Rangka Mendukung Kebijakan Keuangan Negara untuk 

Penanganan Pandemi Corona Virus Disease 2019 (COVID-19) dan/atau Menghadapi 

Ancaman yang Membahayakan Perekonomian Nasional dan/atau Stabilitas Sistem 

Keuangan serta Penyelamatan Ekonomi Nasional sebagaimana telah diubah dengan 

Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2020 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah 

Nomor 23 Tahun 2020 tentang Pelaksanaan Program Pemulihan Ekonomi Nasional Dalam 

Rangka Mendukung Kebijakan Keuangan Negara untuk Penanganan Pandemi Corona 

Virus Disease 2019 (COVID-19) dan/atau Menghadapi Ancaman yang Membahayakan 

Perekonomian Nasional dan/atau Stabilitas Sistem Keuangan serta Penyelamatan 

Ekonomi Nasional, pada: 

a. Pasal 1 angka 1, Program Pemulihan Ekonomi Nasional yang selanjutnya disebut 

Program PEN adalah rangkaian kegiatan untuk pemulihan perekonomian nasional 

yang merupakan bagian dari kebijakan keuangan negara yang dilaksanakan oleh 

Pemerintah untuk mempercepat penanganan pandemi Corona Virus Disease 2019 

(COVID-19) dan/atau menghadapi ancaman yang membahayakan perekonomian 

nasional dan/atau stabilitas sistem keuangan serta penyelamatan ekonomi nasional. 
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b. Pasal 1 angka 11, Pelaku Usaha adalah pelaku usaha di sektor riil dan sektor keuangan 

yang meliputi Usaha Mikro, Usaha Kecil, Usaha Menengah, Usaha Besar, dan 

Koperasi yang kegiatan usahanya terdampak oleh pandemi Corona Virus Disease 2019 

(COVID- 19) 

c. Pasal 1 angka 13, Pinjaman dalam rangka Pemulihan Ekonomi Nasional untuk Daerah 

yang selanjutnya disebut Pinjaman PEN Daerah adalah dukungan pembiayaan yang 

diberikan oleh Pemerintah kepada Pemerintah Daerah berupa pinjaman untuk 

digunakan dalam rangka melakukan percepatan pemulihan ekonomi di daerah sebagai 

bagian dari Program PEN. 

d. Pasal 2, Program PEN bertujuan untuk melindungi, mempertahankan, dan 

meningkatkan kemampuan ekonomi para Pelaku Usaha dalam menjalankan usahanya. 

e. Pasal 3: Program PEN dilaksanakan dengan prinsip:  

a. asas keadilan sosial;  

b. sebesar-besarnya kemakmuran rakyat;  

c. mendukung Pelaku Usaha;  

d. menerapkan kaidah-kaidah kebijakan yang penuh kehati-hatian, serta-tata kelola 

yang baik, transparan, akseleratif, adil, dan akuntabel sesuai dengan ketentuan 

peraturan perundang- undangan;  

e. tidak menimbulkan moral hazard; dan  

f. adanya pembagian biaya dan risiko antar pemangku kepentingan sesuai tugas dan 

kewenangan masing-masing. 

3. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 105/PMK.07/2020 tentang Pengelolaan Pinjaman 

Pemulihan Ekonomi Nasional untuk Pemerintah Daerah sebagaimana telah dirubah 

beberapa kali dengan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 43/PMK.07/2021 tentang 

Perubahan Kedua atas Peraturan Menteri Keuangan Nomor 105/PMK.07/2020 tentang 

Pengelolaan Pinjaman Pemulihan Ekonomi Nasional untuk Pemerintah Daerah, pada: 

a. Pasal 1 angka 2, Pemerintah Daerah adalah gubernur, bupati, atau wali kota, dan 

perangkat daerah sebagai unsur penyelenggara pemerintahan daerah. 

b. Pasal 1 angka 12, Pinjaman Daerah berbasi Kegiatan yang selanjutnya disebut 

Pinjaman Kegiatan adalah Pinjaman Daerah yang digunakan untuk membiayai 

pembangunan sarana dan prasarana tertentu yang menjadi kewenangan Daerah. 
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c. Pasal 1 angka 15, Perjanjian Pemberi Pinjaman adalah perjanjian antara PT SMI 

dengan Pemerintah Daerah yang memuat kesepakatan mengenai Pinjaman PEN 

Daerah. 

d. Pasal 2 ayat (1), Untuk mendukung pembiayaan Daerah dalam rangka Program PEN, 

kepada Pemerintah Daerah dapat diberikan Pinjaman PEN Daerah. 

e. Pasal 26 ayat (1), Pemerintah Daerah bertanggung jawab sepenuhnya secara formal 

dan materiil atas pelaksanaan Pinjaman PEN Daerah dan Pinjaman Daerah dalam 

rangka mendukung Program PEN sebagaimana dimaksud dalam Pasal 25. 

4. Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2018 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah 

sebagaimana telah dirubah dengan Peraturan Presiden Nomor 12 Tahun 2021 tentang 

Perubahan atas Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2018 tentang Pengadaan Barang/Jasa 

Pemerintah, pada: 

a. Pasal 1 angka 1, Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah yang selanjutnya disebut 

Pengadaan Barang/Jasa adalah kegiatan Pengadaan Barang/Jasa oleh 

Kementerian/Lembaga/Perangkat Daerah yang dibiayai oleh APBN/APBD yang 

prosesnya sejak identifikasi kebutuhan, sampai dengan serah terima hasil pekerjaan. 

b. Pasal 1 angka 26, Pengadaan Barang/Jasa melalui Penyedia adalah cara memperoleh 

barang/jasa yang disediakan oleh Pelaku Usaha. 

c. Pasal 1 angka 27, Pelaku Usaha adalah badan usaha atau perseorangan yang melakukan 

usaha dan/atau kegiatan pada bidang tertentu. 

d. Pasal 1 angka 28, Penyedia Barang/Jasa Pemerintah yang selanjutnya disebut Penyedia 

adalah Pelaku Usaha yang menyediakan barang/jasa berdasarkan kontrak. 

e. Pasal 1 angka 30, Pekerjaan Konstruksi adalah keseluruhan atau sebagian kegiatan 

yang meliputi pembangunan, pengoperasian, pemeliharaan, pembongkaran, dan 

pembangunan kembali suatu bangunan. 

f. Pasal 1 angka 44, Kontrak Pengadaan Barang/Jasa yang selanjutnya disebut Kontrak 

adalah perjanjian tertulis antara PA/KPA/PPK dengan Penyedia atau pelaksana 

Swakelola. 

g. Pasal 4, Pengadaan Barang/Jasa bertujuan untuk: 

a. menghasilkan barang/jasa yang tepat dari setiap uang yang dibelanjakan, diukur 

dari aspek kualitas, kuantitas, waktu, biaya, lokasi, dan Penyedia;  

b. meningkatkan penggunaan produk dalam negeri;  

c. meningkatkan peran serta Usaha Mikro, Usaha Kecil, dan Koperasi;  
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d. meningkatkan peran Pelaku Usaha nasional;  

e. mendukung pelaksanaan penelitian dan pemanfaatan barang/jasa hasil penelitian;  

f. meningkatkan keikutsertaan industri kreatif;  

g. mewujudkan pemerataan ekonomi dan memberikan perluasan kesempatan 

berusaha; dan  

h. meningkatkan Pengadaan Berkelanjutan. 

i.  

h. Pasal 27: 

(2) Jenis Kontrak Pengadaan Pekerjaan Konstruksi terdiri atas: 

a. Lumsum;  

b. Harga Satuan;  

c. Gabungan Lumsum dan Harga Satuan;  

d. Putar Kunci; dan 

e. Biaya Plus Imbalan. 

(5) Kontrak Lumsum sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, ayat (2) huruf a, 

ayat (3) huruf a, dan ayat (4) huruf a merupakan Kontrak dengan ruang lingkup 

pekerjaan dan jumlah harga yang pasti dan tetap dalam batas waktu tertentu, 

dengan ketentuan sebagai berikut:  

a. semua risiko sepenuhnya ditanggung oleh Penyedia;  

b. berorientasi kepada keluaran; dan  

c. pembayaran didasarkan pada tahapan produk/keluaran yang dihasilkan sesuai 

dengan Kontrak. 

(6) Kontrak Harga Satuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b dan ayat (2) 

huruf b merupakan Kontrak Pengadaan Barang/Pekerjaan Konstruksi/Jasa Lainnya 

dengan harga satuan yang tetap untuk setiap satuan atau unsur pekerjaan dengan 

spesifikasi teknis tertentu atas penyelesaian seluruh pekerjaan dalam batas waktu 

yang telah ditetapkan dengan ketentuan sebagai berikut:  

a. volume atau kuantitas pekerjaannya masih bersifat perkiraan pada saat Kontrak 

ditandatangani;  

b. pembayaran berdasarkan hasil pengukuran bersama atas realisasi volume 

pekerjaan; dan  

c. nilai akhir Kontrak ditetapkan setelah seluruh pekerjaan diselesaikan. 
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(7) Kontrak Gabungan Lumsum dan Harga Satuan sebagaimana dimaksud pada ayat 

(1) huruf c dan ayat (2) huruf c merupakan Kontrak Pengadaan Barang/Pekerjaan 

Konstruksi/Jasa Lainnya gabungan Lumsum dan Harga Satuan dalam 1 (satu) 

pekerjaan yang diperjanjikan. 

(9) Kontrak Putar Kunci sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf d merupakan 

suatu perjanjian mengenai pembangunan suatu proyek dalam hal Penyedia setuju 

untuk membangun proyek tersebut secara lengkap sampai selesai termasuk 

pemasangan semua perlengkapannya sehingga proyek tersebut siap dioperasikan 

atau dihuni. 

(10) Kontrak Biaya Plus.lmbalan sebagaimana ditnaksud pada ayat (1) huruf e dan 

ayat (2) huruf e merupakan jenis Kontrak yang digunakan untuk Pengadaan 

Barang/Pekerjaan Konstruksi/Jasa Lainnya dalam rangka penanganan keadaan 

darurat dengan nilai Kontrak merupakan perhitungan dari biaya aktual ditarnbah 

imbalan dengan persentase tetap atas biaya aktual atau imbalan dengan jumlah 

tetap.  

(12) Kontrak Tahun Jamak merupakan Kontrak Pengadaan Barang/Jasa yang 

membebani lebih dari 1 (satu) Tahun Anggaran dilakukan setelah mendapatkan 

persetujuan pejabat yang berwenang sesuai dengan ketentuan peraturan 

perundang-undangan, dapat berupa:  

a. pekerjaan yang penyelesaiannya lebih dari 12 (dua belas) bulan atau lebih dari 

1 (satu) Tahun Anggaran; atau  

b. pekerjaan yang memberikan manfaat lebih apabila dikontrakkan untuk jangka 

waktu lebih dari 1 (satu) Tahun Anggaran dan paling lama 3 (tiga) Tahun 

Anggaran. 

i. Pasal 38: 

(1) Metode pemilihan Penyedia Barang/Pekerjaan Konstruksi/Jasa Lainnya terdiri 

atas:  

a. E-purchasing;  

b. Pengadaan Langsung;  

c. Penunjukan Langsung;  

d. Tender Cepat; dan  

e. Tender. 
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(4) Penunjukan Langsung sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c dilaksanakan 

untuk Barang/Pekerjaan Konstruksi/Jasa Lainnya dalam keadaan tertentu. 

(5) Kriteria Barang/Pekerjaan Konstruksi/Jasa Lainnya untuk keadaan tertentu 

sebagaimana dimaksud pada ayat (4) meliputi:  

i.   pernilihan penyedia untuk melanjutkan perrgadaan Barang/Pekerjaan 

     Konstruksi/Jasa Lainnya dalam hal terjadi pemutusan Kontrak. 

j. Pasal 52 ayat (1), Pelaksanaan Kontrak terdiri atas: 

a. Penetapan Surat Penunjukan Penyedia Barang/Jasa (SPPBJ);  

b. Penandatanganan Kontrak;  

c. Pemberian uang muka;  

d. Pembayaran prestasi pekerjaan;  

e. Perubahan Kontrak; 

f. Penyesuaian harga;  

g. Penghentian Kontrak atau Berakhirnya Kontrak;  

h. Pemutusan Kontrak;  

i. Serah Terima Hasil Pekerjaan; dan/ atau  

j. Penanganan Keadaan Kahar. 

k. Pasal 56: 

(1) Dalam hal Penyedia gagal menyelesaikan pekerjaan sampai masa pelaksanaan 

Kontrak berakhir, namun PPK menilai bahwa Penyedia mampu menyelesaikan 

pekerjaan, PPK memberikan kesempatan Penyedia untuk menyelesaikan 

pekerjaan. 

(2) Pemberian kesempatan kepada Penyedia untuk menyelesaikan pekerjaan 

sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dimuat dalam adendum kontrak yang 

didalamnya mengatur waktu penyelesaian pekerjaan, pengenaan sanksi denda 

keterlambatan kepada Penyedia, dan perpanjangan Jaminan Pelaksanaan. 

(3) Pemberian kesempatan kepada Penyedia untuk menyelesaikan pekerjaan 

sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dapat melampaui Tahun Anggaran. 

l. Pasal 76: 

(1) Menteri/kepala lembaga/kepala daerah wajib melakukan pengawasan Pengadaan 

Barang/Jasa melalui aparat pengawasan internal pada 

Kementerian/Lembaga/Pemerintah Daerah masing-masing.  
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(2) Pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dilakukan melalui 

kegiatan audit, reviu, pemantauan, evaluasi, dan/atau penyelenggaraan 

whistleblowing system.  

(3) Pengawasan Pengadaan Barang/Jasa sebagaimana dimaksud pada ayat (2) sejak 

perencanaan, persiapan, pemilihan Penyedia, pelaksanaan Kontrak, dan serah 

terima pekerjaan.  

(4) Ruang lingkup pengawasan Pengadaan Barang/Jasa meliputi:  

a. pemenuhan nilai manfaat yang sebesar-besarnya;  

b. kepatuhan terhadap peraturan;  

c. pencapaian TKDN;  

d. penggunaan produk dalam negeri;  

e. pencadangan dan peruntukan paket untuk usaha kecil; dan  

f. Pengadaan Berkelanjutan.  

(5) Pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (4) dapat dilakukan bersama dengan 

kementerian teknis terkait dan/atau lembaga yang mempunyai tugas 

menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang pengawasan keuangan negara/ 

daerah dan pembangunan nasional.  

(6) Hasil pengawasan digunakan sebagai alat pengendalian pelaksanaan Pengadaan 

Barang/Jasa. 

m. Pasal 77: 

(1) Masyarakat menyampaikan pengaduan kepada APIP disertai bukti yang faktual, 

kredibel, dan autentik.  

(2) Aparat Penegak Hukum meneruskan pengaduan masyarakat kepada APIP untuk 

ditindaklanjuti.  

(3) APIP sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) menindaklanjuti 

pengaduan sesuai kewenangannya.  

(4) APIP melaporkan hasil tindak lanjut pengaduan kepada menteri/kepala 

lembaga/kepala daerah.  

(5) Menteri/ kepala lembaga/ kepala daerah melaporkan kepada instansi yang 

berwenang, dalam hal diyakini adanya indikasi KKN yang merugikan keuangan 

negara.  

(6) Menteri/kepala lembaga/kepala daerah memfasilitasi masyarakat dalam 

melakukan pengawasan terhadap pelaksanaan Pengadaan Barang/Jasa.  
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(7) LKPP mengembangkan sistem pengaduan Pengadaan Barang/Jasa. 

n. Pasal 78: 

(3) Perbuatan atau tindakan Penyedia yang dikenakan sanksi adalah: 

a. tidak melaksanakan Kontrak, tidak menyelesaikan pekerjaan, atau tidak 

melaksanakan kewajiban dalam masa pemeliharaan;  

b. menyebabkan kegagalan bangunan;  

c. menyerahkan Jaminan yang tidak dapat dicairkan;  

d. melakukan kesalahan dalam perhitungan jumlah/volume hasil pekerjaan 

berdasarkan hasil audit;  

e. menyerahkan barang/jasa yang kualitasnya tidak sesuai dengan Kontrak 

berdasarkan hasil audit; atau  

f. terlambat menyelesaikan pekerjaan sesuai dengan Kontrak, Penyedia dikenai 

sanksi administratif. 

(4) Perbuatan atau tindakan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ayat (2), dan ayat 

(3) dikenakan sanksi administratif berupa:  

a. sanksi digugurkan dalam pemilihan;  

b. sanksi pencairan jaminan;  

c. sanksi Daftar Hitam;  

d. sanksi ganti kerugian; dan/atau  

e. sanksi denda. 

(5) Pelanggaran atas ketentuan sebagaimana dimaksud pada:  

a. ayat (1) huruf a sampai dengan huruf c dikenakan sanksi digugurkan dalam 

pemilihan, sanksi pencairan Jaminan Penawaran, dan Sanksi Daftar Hitam 

selama 2 (dua) tahun;  

b. ayat (1) huruf d dikenakan sanksi pencairan Jaminan Penawaran dan Sanksi 

Daftar Hitam selama 1 (satu) tahun;  

c. ayat (2) dikenakan sanksi pencairan Jaminan Penawaran dan Sanksi Daftar 

Hitam selama 1 (satu) tahun;  

d. ayat (3) huruf a dikenakan sanksi pencairan Jaminan Pelaksanaan atau sanksi 

pencairan Jaminan Pemeliharaan, dan Sanksi Daftar Hitam selama 1 (satu) 

tahun;  

e. ayat (3) huruf b sampai dengan huruf e dikenakan sanksi ganti kerugian sebesar 

nilai kerugian yang ditimbulkan; atau  
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f. ayat (3) huruf f dikenakan sanksi denda keterlambatan. 

5. Peraturan Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Nomor 14 Tahun 2020 

tentang Standar dan Pedoman Pengadaan Jasa Konstruksi Melalui Penyedia, pada: 

a. Pasal 1 angka 1, Jasa Konstruksi adalah layanan Jasa Konsultansi Konstruksi 

dan/atau Pekerjaan Konstruksi. 

b. Pasal 1 angka 2, Penyedia Jasa Konstruksi yang selanjutnya disebut Penyedia 

adalah Pelaku Usaha yang menyediakan Jasa Konstruksi berdasarkan Kontrak. 

c. Pasal 1 angka 3, Pemilihan Penyedia Jasa Konstruksi adalah bagian kegiatan 

pengadaan setelah persiapan pengadaan sampai dengan penandatanganan Kontrak. 

d. Pasal 1 angka 5, Pekerjaan Konstruksi adalah keseluruhan atau sebagian kegiatan 

yang meliputi pembangunan, pengoperasian, pemeliharaan, pembongkaran, dan 

pembangunan kembali suatu bangunan. 

e. Pasal 1 angka 25, Seleksi adalah metode pemilihan untuk mendapatkan Penyedia 

Jasa Konsultansi Konstruksi. 

f. Pasal 1 angka 26, Tender adalah metode pemilihan untuk mendapatkan Penyedia 

Pekerjaan Konstruksi. 

g. Pasal 1 angka 44, Pemutusan Kontrak adalah tindakan yang dilakukan oleh 

Pengguna Jasa atau Penyedia untuk mengakhiri berlakunya Kontrak secara sepihak 

akibat kesalahan Pengguna Jasa dan/atau Penyedia. 

h. Pasal 1 angka 45, Penghentian Kontrak adalah tindakan yang dilakukan oleh 

Pengguna Jasa kepada Penyedia untuk sementara menghentikan berlakunya 

Kontrak diakibatkan Keadaan Kahar atau keadaan lainnya. 

i. Pasal 1 angka 46, Pengakhiran Kontrak adalah tindakan yang dilakukan oleh 

Pengguna Jasa dan Penyedia untuk mengakhiri berlakunya Kontrak berdasarkan 

kesepakatan. 

j. Pasal 3: 

(1) Peraturan Menteri ini diperuntukkan bagi pelaksanaan Pemilihan Penyedia Jasa 

Konstruksi melalui Pengadaan Langsung, Tender Terbatas, atau Tender/Seleksi 

di lingkungan kementerian/lembaga, atau perangkat daerah yang 

pembiayaannya dari anggaran pendapatan dan belanja negara atau anggaran 

pendapatan dan belanja daerah.  



 
Tim UJDIH Perwakilan Provinsi Gorontalo 2023/TPAL  12 
 

(2) Pembiayaan dari anggaran pendapatan dan belanja negara atau anggaran 

pendapatan dan belanja daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) juga 

termasuk:  

a. pengadaan Jasa Konstruksi melalui Penyedia yang sebagian atau seluruh 

dananya bersumber dari pinjaman dalam negeri atau hibah dalam negeri 

yang diterima oleh pemerintah dan/atau pemerintah daerah; dan/atau  

b. pengadaan Jasa Konstruksi melalui Penyedia yang sebagian atau seluruhnya 

dibiayai dari pinjaman luar negeri atau hibah luar negeri, kecuali diatur lain 

dalam perjanjian pinjaman luar negeri atau perjanjian hibah luar negeri. 

k. Pasal 116: 

(1) Kontrak ditandatangani dengan ketentuan:  

a. daftar isian pelaksanaan anggaran/dokumen pelaksanaan anggaran telah 

ditetapkan;  

b. penandatangan Kontrak dilakukan paling lambat 14 (empat belas) hari kerja 

setelah diterbitkan SPPBJ; dan  

c. ditandatangani oleh Pihak yang berwenang menandatangani Kontrak.  

(2) Dalam hal penetapan SPPBJ dilakukan sebelum daftar isian pelaksanaan 

anggaran/dokumen pelaksanaan anggaran ditetapkan sebagaimana dimaksud 

pada ayat (1) huruf a dan ternyata alokasi anggaran dalam daftar isian 

pelaksanaan anggaran/dokumen pelaksanaan anggaran tidak disetujui atau 

kurang dari rencana nilai Kontrak, penandatanganan Kontrak dapat dilakukan 

setelah pagu anggaran cukup tersedia melalui revisi daftar isian pelaksanaan 

anggaran/dokumen pelaksanaan anggaran.  

(3) Dalam hal penambahan pagu anggaran melalui revisi daftar isian pelaksanaan 

anggaran/dokumen pelaksanaan anggaran sebagaimana dimaksud pada ayat (2) 

tidak tercapai, SPPBJ dibatalkan dan kepada calon Penyedia tidak diberikan 

ganti rugi.  

(4) Penandatanganan Kontrak tahun jamak dilaksanakan jika telah mendapatkan 

persetujuan Kontrak tahun jamak dari pejabat yang berwenang sesuai ketentuan 

perundang-undangan.  

(5) Dalam hal terjadi pergeseran waktu pelaksanaan Kontrak yang mengakibatkan 

perubahan pembebanan tahun anggaran Kontrak dari tahun tunggal menjadi 

tahun jamak, penandatanganan Kontrak dilaksanakan jika telah mendapatkan 
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persetujuan Kontrak tahun jamak dari pejabat yang berwenang sesuai ketentuan 

perundang-undangan. 

l. Pasal 117: 

(1) Pelaksanaan Kontrak dilakukan berdasarkan dokumen Kontrak.  

(2) Dokumen Kontrak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) didasarkan pada 

rancangan Kontrak yang terdapat dalam standar Dokumen Pemilihan. 

m. Pasal 118: 

(1) PPK atau Penyedia dapat melakukan Pemutusan Kontrak akibat tindakan 

wanprestasi oleh salah satu pihak.  

(2) Tindakan wanprestasi oleh Penyedia sebagaimana dimaksud pada ayat (1) 

meliputi:  

a. Penyedia terbukti melakukan kolusi, korupsi, dan nepotisme, kecurangan, 

dan/atau pemalsuan dalam proses pengadaan yang diputuskan oleh Instansi 

yang berwenang;  

b. pengaduan tentang penyimpangan prosedur, dugaan kolusi, korupsi, dan 

nepotisme, dan/atau pelanggaran persaingan sehat dalam pelaksanaan 

Pengadaan Barang/Jasa dinyatakan benar oleh Instansi yang berwenang;  

c. Penyedia berada dalam keadaan pailit;  

d. Penyedia terbukti dikenakan Sanksi Daftar Hitam sebelum 

penandatanganan Kontrak;  

e. Penyedia gagal memperbaiki kinerja setelah mendapat surat peringatan 

sebanyak 3 (tiga) kali;  

f. Penyedia tidak mempertahankan berlakunya Jaminan Pelaksanaan;  

g. Penyedia lalai/cidera janji dalam melaksanakan kewajibannya dan tidak 

memperbaiki kelalaiannya dalam jangka waktu yang telah ditetapkan 

setelah mendapat surat peringatan sebanyak 3 (tiga) kali;  

h. berdasarkan penelitian PPK, Penyedia tidak akan mampu menyelesaikan 

keseluruhan pekerjaan walaupun diberikan kesempatan sampai dengan 50 

(lima puluh) hari kalender sejak masa berakhirnya pelaksanaan pekerjaan 

untuk menyelesaikan pekerjaan;  

i. setelah diberikan kesempatan menyelesaikan pekerjaan sampai dengan 50 

(lima puluh) hari kalender sejak masa berakhirnya pelaksanaan pekerjaan, 

Penyedia tidak dapat menyelesaikan pekerjaan;  
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j. Penyedia menghentikan pekerjaan selama 28 (dua puluh delapan) hari 

kalender dan penghentian ini tidak tercantum dalam jadwal pelaksanaan 

pekerjaan serta tanpa persetujuan pengawas pekerjaan setelah mendapat 

surat peringatan sebanyak 3 (tiga) kali; atau  

k. Penyedia mengalihkan seluruh Kontrak bukan dikarenakan pergantian nama 

Penyedia.  

(3) Tindakan wanprestasi oleh PPK sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi: 

a. PPK menyetujui pengawas pekerjaan untuk memerintahkan Penyedia 

menunda pelaksanaan pekerjaan yang bukan disebabkan oleh kesalahan 

Penyedia, dan perintah penundaannya tidak ditarik selama 28 (dua puluh 

delapan) hari kalender; atau  

b. PPK tidak menerbitkan surat permintaan pembayaran untuk pembayaran 

tagihan angsuran sesuai dengan yang disepakati sebagaimana tercantum 

dalam SSKK.  

(4) Tindakan wanprestasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dan ayat (3) 

disampaikan melalui surat peringatan oleh salah satu pihak kepada pihak lain 

yang melakukan wanprestasi. 

n. Pasal 119: 

(1) Penghentian Kontrak dilakukan berdasarkan kesepakatan para pihak akibat 

terjadinya Keadaan Kahar.  

(2) Penghentian Kontrak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat bersifat:  

a. sementara; atau  

b. permanen.  

(3) Penghentian Kontrak sementara sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a 

dapat diberikan kompensasi berupa:  

a. perpanjangan masa Kontrak; dan/atau  

b. penggantian yang wajar terhadap kerugian nyata.  

(4) Penghentian Kontrak permanen sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b 

diberlakukan Pengakhiran Kontrak. 

o. Pasal 120: 

(1) Pengakhiran pelaksanaan Kontrak dilakukan berdasarkan kesepakatan para 

pihak.  
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(2) Pengakhiran pelaksanaan Kontrak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) 

didasarkan atas terselesaikannya hak dan kewajiban para pihak. 


